PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Gubernur Suryo No.5 telp. (0334) 890388
LUMAJANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.4/ £2.| 1427.61/2019

TENTANG
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
PERANGKAT DAERAH ( SAKIPPD )
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018-2023

l,‘ ( KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LUMAJANG
Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi Bupati Lumajang
dan terlaksanakannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, maka perlu
disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Lumajang Tahun 2018-2023;

Menimbang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 — 67 Tahun 2002 tentang

( Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
lembaran negara nomor 4450).

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka
Menengah Nasional.

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

9. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan yang Berkeadilan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2018-2023.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang:

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 62 Tahun 2017 atas Perubahan

Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
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Menetapkan

MEMUTUSKAN

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KERJA INTANS| PEMERINTAHAN
(SAKIP) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018-2023.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lumajang;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang;

3. Kepala OPD adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lumajang ;

4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia;

5. Sistem Akuntabilitas Kerja Intansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat
SAKIP adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun;

6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan;

7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi;

8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi;

9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai tujuan;

10. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Lumajang Tahun 2018-2023 ini, dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap
kebijakan, strategi dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan
kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan visi, misi dan program
Daerah.

Pasal 3

Uraian Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2018-
2023 ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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- Pasal 4
Sistem Akuntabilitas Kerja Intansi Pe

sebagai pedoman dan landasan dalam
Intansi Pemerintahan (

merintahan(SAKIP) ini, dipergunakan
penyusunan Sistem Akuntabilitas Kerja
R0 RENJA) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

BAB Il
PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan SAKIP terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)
OPD dan atau terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak
mengubah target pencapaian sasaran akhir SAKIP, maka perubahan dimaksud

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lumajang.

C BAB I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 22 April 2019
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( PERUM KAWASAN PERMUKIMAN

Dipindai dengan CamScanner




LAMPIRAN .
' KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NOMOR

KABUPATEN LUMAJANG
:188.4/(65. 17407 61/2019

TANGGAL 22 Apil 2018

Tl
" SISTEM AKUNTABILITAS KERJA INTANS! PEMERINTAHANPERANGKAT DAERAH

( SAKIPPD )

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN LUMAJANG

TAHUN 2018 - 2023

NO NAMA KETERANGAN
1. | Ketua Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
2. | Sekretaris Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Lumajang
3. | Anggota 1. Kepala Bidang Perumahan
2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
3. Kepala Seksi Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Kepala Seksi Bagian Keuangan
5. Kepala Seksi Penyediaan Rumah
6. Kepala Seksi Perijinan Perumahan
7. Kepala Seksi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
(PSU) Lingkungan Perumahan dan Permukiman
8. Kepala Seksi Perijinan Kawasan Permukiman
9. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

10. Kepala Seksi Pencegahan Lingkungan Kawasan Kumuh
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